
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 24 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 

TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : a. bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan 

mengumumkan harta kekayaannya sebagai langkah atau 
upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang 
merugikan keuangan negara; 

  b. bahwa dalam rangka transparansi pelaksanaan 
penyelenggaraan negara, Pemerintah Kota Padang 
Panjang telah menetapkan Peraturan Walikota Padang 

Panjang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan 

Pemerintah Kota Padang Panjang; 

  c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan transparansi 
pelaksanaan penyelenggaraan negara sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, perlu menambah unsur staf 
khusus/ajudan dan pejabat pada Badan Usaha Milik 

Daerah sebagai peneyelenggara negara yang wajib untuk 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
962); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang… 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 387), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4250), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5661); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan dan Penyelenggara Negara; 

  7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang; 

Memperhatikan  : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi; 

  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang 
Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan; 

  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi 
atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

5. Surat… 
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5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang 

Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

  6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 
SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah 
Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 
TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA PADANG PANJANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun  2018 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Padang Panjang, diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan 
Pemerintah Daerah terdiri dari: 

a. Walikota; 
b. Wakil Walikota; 
c. kepala organisasi perangkat Daerah dan seluruh pejabat eselon II 

pada sekretariat daerah; 
d. pejabat fungsional auditor/pengawas penyelenggara urusan 

pemerintah di Daerah; 

e. pengelola unit layanan pengadaan; 
f. pejabat eselon III dan IV pada bidang pelayanan perizinan terpadu; 

g. staf khusus dan ajudan; dan 
h. direktur badan usaha milik Daerah. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: 
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 

masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; 

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka 
kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat 

Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi 

ketentuan… 
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ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan 
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang 
Panjang. 

  Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal 12 Desember 2023 

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
ttd. 

 

SONNY BUDAYA PUTRA 

Diundangkan di Padang Panjang 

pada tanggal 12 Desember 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

ttd. 
 

WINARNO 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 24 
 


